PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 97 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESI DEN NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG STAF KHUSUS PRESI DEN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa dal am rangka neni ngkatkan peran Staf Khusus Presiden dal am
mel aksanakan tugasnya, di pandang perlu untuk nenyenpurnakan
Peraturan Presiden Nonmor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus
Pr esi den;

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik | ndonesia
Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nonor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus
Pr esi den;
MEMUTUSKAN
Menet apkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESI DEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF
KHUSUS PRESI DEN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nonor 40 Tahun 2005
tentang Staf Khusus Presiden, diubah sebagai beri kut

1. Ket ent uan Pasal 3 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3

(1) Selain Staf Khusus Presiden sebagai mana di maksud dal am
Pasal 2 ayat (2), Presiden dapat nengangkat Staf Khusus
Presiden dengan sebutan Wusan Khusus Presiden yang
dal am pel aksanaan tugasnya bertanggungj anab kepada
Pr esi den.

(2) Staf Khusus sebagai mana di naksud pada ayat (1) dalam
pel aksanaan tugasnya di koordi nasi kan oleh Sekretaris
Kabi net . "

2. D antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 6 (enan) Pasal Baru
yaitu, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E
dan Pasal 11F sebagai beri kut

"Pasal 11A

(1) Untuk nendukung kel ancaran pel aksanaan tugas Staf Khusus
Presi den



a. Sekretaris Pribadi Presiden dibantu oleh Wki
Sekretaris Pribadi Presiden; dan

b. Masi ng-masi ng Staf Khusus Presiden dibantu paling
banyak 2 (dua) Asisten dan untuk Sekretaris Pribadi
Presiden dapat dibantu paling banyak 3 (tiga)
Asi sten, yang satu di antaranya di perbantukan kepada
| bu Negar a.

(2) Asisten sebagaimana dinmaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari paling banyak 2 (dua) Penbantu Asisten."”

"Pasal 11B

Waki|l Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Penbantu
Asi sten sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 A dapat berasal
dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri."

"Pasal 11C

(1) Wakil Sekretaris Pribadi Presiden adalah jabatan yang
di set arakan dengan j abatan struktural eselon Ib.

(2) Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan | abatan
struktural eselon Ila.

(3) Penbantu Asisten adal ah jabatan yang di setarakan dengan
j abatan struktural eselon llla.”

"Pasal 11D

(1) Dalam hal Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten,
dan Penbantu Asisten dijabat oleh orang yang bukan
ber asal dari Pegawai Negeri , maka  kepada yang
ber sangkut an yang di angkat dal am j abat an
a. Waki|l Sekretaris Pribadi Presiden diberikan hak

keuangan dan fasilitas |lainnya setingkat dengan
j abat an struktural eselon Ib.

b. Asisten diberikan hak keuangan dan fasilitas
| ai nnya setingkat dengan jabatan struktural eselon
I'la.

C. Penbantu Asisten diberikan hak keuangan dan
fasilitas | ai nnya set i ngkat dengan | abat an
struktural eselon Illa.

(2) wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Penbantu
Asisten yang Dberasl dari bukan  Pegawai Neger i
sebagai mana di naksud pada ayat (1), dalam hal yang
bersangkutan  di berhenti kan dari | abat annya, ti dak
di beri kan hak pensiun atau pesangon.”

"Pasal 11E
(1) \Wakil Sekretaris Pri badi Presi den di angkat dan

di ber henti kan ol eh Presi den.
(2) Asisten dan Penbantu Asisten diangkat dan diberhentikan
ol eh Sekretaris Kabinet.



(3) Masa Tugas Wakil Sekretaris Pribadi Presiden sebagai mana
di maksud pada ayat (1), berakhir bersamaan dengan
ber akhi rnya masa tugas Sekretaris Pribadi Presiden.

(4) Masa tugas Asisten dan Penbantu Asisten sebagai mana
di maksud pada ayat (2), berakhir bersamaan dengan
berakhirnya masa tugas Staf Khusus Presiden/ Sekretaris
Pribadi Presiden.”

Pasal 11F

Ketentuan |ebih Ianjut nengenai rincian tugas, tata cara
pengangkat an dan penberhenti an dan tata kerja serta penbi ayaan
pel aksanaan tugas Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten,
dan Penbantu Asisten sebagai mana di naksud dal am Pasal 11A,
Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, dan Pasal 11F
diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan nenperhati kan ketentuan
per at uran per undang- undangan. "

Pasal |1
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Cktober 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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